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Penelitian ini berangkat dari terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XX11/2024 yang menetapkan pemisahan antara pelaksanaan pemilu nasional dan
pemilu daerah. Kehadiran putusan tersebut menimbulkan beragam tanggapan dari kalangan
akademisi maupun praktisi hukum karena dinilai berimplikasi terhadap konstruksi sistem
pemilu di Indonesia. Di satu pihak, putusan tersebut dipandang sebagai langkah untuk
meningkatkan kualitas demokrasi serta efektivitas penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, di
pihak lain, muncul perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip
konstitusional, termasuk implikasinya terhadap kepastian hukum, khususnya yang
berkaitan dengan batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi
dan memengaruhi arah pengaturan sistem pemilu nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan
masalah. Pertama, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-
XXI11/2024 terhadap prinsip konstitusionalitas dan kepastian hukum sistem pemilu di
Indonesia. Kedua, bagaimana implikasi putusan tersebut apabila dianalisis menggunakan
perspektif fikih siyasah sebagai salah satu pendekatan normatif dalam menilai kebijakan
dan praktik ketatanegaraan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menerapkan
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach), serta pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan bahan hukum dilakukan
melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber hukum yang terdiri atas
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber-sumber
tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, buku-
buku hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, serta literatur lain yang memiliki keterkaitan
dengan isu hukum yang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dihimpun dianalisis
secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan
menyeluruh terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
135/PUU-XXI11/2024 memiliki implikasi terhadap prinsip konstitusionalitas karena
berupaya menjamin penyelenggaraan pemilu yang selaras dengan prinsip demokrasi,
kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak politik warga negara sebagaimana dijamin dalam
UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, putusan tersebut juga memunculkan perdebatan
karena dinilai tidak hanya menjalankan fungsi pengujian undang-undang, melainkan turut
memberikan arah baru terhadap desain sistem pemilu nasional. Dari aspek kepastian
hukum, putusan ini menuntut adanya penyesuaian regulasi dan kesiapan penyelenggara
pemilu agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam implementasinya. Sementara itu,
dalam perspektif fikih siyasah, putusan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad
ketatanegaraan yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan. Namun demikian,
pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian
hukum agar tujuan demokrasi dapat diwujudkan secara seimbang dan berkelanjutan.
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This research is motivated by the issuance of Constitutional Court Decision
Number 135/PUU-XXI1/2024 concerning the separation of national elections and
regional elections. The decision has generated various responses among academics
and legal practitioners because it is considered to have significant implications for
the design of Indonesia’s electoral system. On the one hand, the decision is viewed
as an effort to strengthen the quality of democracy and improve the effectiveness of
electoral administration. On the other hand, it has sparked debates regarding its
conformity with the principle of constitutionality and its impact on legal certainty,
particularly concerning the limits of the Constitutional Court’s authority in
interpreting the Constitution and influencing the direction of electoral policy.

Based on this background, this study focuses on two research questions.
First, how does Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 affect
the principles of constitutionality and legal certainty within Indonesia’s electoral
system? Second, how are the implications of the decision viewed from the
perspective of figh siyasah as a normative approach to evaluating governmental
policies and constitutional practices?

This study employs normative legal research using statutory, conceptual,
and case approaches. The research data were collected through library research
by examining primary, secondary, and tertiary legal materials, including
legislation, Constitutional Court decisions, books, scholarly journals, and other
relevant literature related to the research topic. The collected data were analyzed
using a descriptive qualitative method to obtain a comprehensive understanding of
the issues under examination.

The findings indicate that Constitutional Court Decision Number 135/PUU-
XXI1/2024 has implications for the principle of constitutionality because it seeks to
ensure that the implementation of elections remains consistent with democratic
principles, popular sovereignty, and the protection of citizens’ political rights as
guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the
decision has also generated debate because it is considered not merely an exercise
of judicial review but also an effort that provides a new direction for the design of
the national electoral system. From the perspective of legal certainty, the decision
requires adjustments to legal regulations and the readiness of electoral
management bodies to prevent uncertainty in its implementation. Furthermore,
from the perspective of figh siyasah, the decision may be understood as a form of
constitutional ijtihad aimed at promoting public benefit (maslahah) and justice.

XX1vV



Nevertheless, its implementation must continue to uphold the principles of justice,
public benefit, and legal certainty to ensure that democratic objectives can be
achieved in a balanced and sustainable manner.
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